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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 42: TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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0.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan
bermotor tidak lagi merupakan kewenangan Propinsi melainkan
menjadi kewenangan kabupaten:

bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis
terhadap penggunaan kendaraan bcrmotor dan  melestarikan
lingkungan dari kemungkinan pencemaran, maka terhadap kendaraan
bermotor yang beroperasional harus layak jalan dan untuk itu
diperlukan pengujian;

bahwa untuk pengujian dimaksud, pada huruf b tersebut diatas
merupakan objek retribusi

bahwa untuk dapat memungut retribusi, maka dipandang perlu untuk
mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Sclatan (L.embaran Negara Rl

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l.embaran Negara Rl Nomor
1821);

Undang-undang Nomor [3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R1
Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3029);

Undang-undang Nomor [4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
ol

3839); p

Undang-undang Nomor 3+ Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 3048).

7. Peraturan Pemerintah. .. ... ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana
( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3285 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
l.embaran Ncgara Nomor 3530):

Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangan
Pemerintah  dan  Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

- Keputusan - Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Tchnik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RT Tahun 1999 Nomor 70 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR.

BAB 1

KETENTUAN UMUMI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan -

(99

Dacrah adalah Kabupaten Musi Banvuasin:

Pemerintah Daerah adalah Kepala dacrah beserta Perangkat Dacrah
otonom yang lain sebagai badan Eksckutif Dacrah:

Kepala Dacrah adalah Bupati Must Banvuasin:

4 Pejabatadalab, oo
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Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi dacrah sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan adalah Suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komaditer, persercan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau organisasi vang scjenis, lembaga dana pensiun

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Pengujian adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi
Banyuasin  yang memihiki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis
sebagat penguji dari Dirjen Perhubungan Darat dan mendapat
fepitimidasi selaku penguji kendaraan bermotor:

Pengujian  Kendaraan Bermotor  adalah  serangkaian  kegiatan
mengujt dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermeotor,
kereta gandengan, kercta tempelan, dan kendaraan khusus dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Kendaraan Wajtb Uji adalah Sctiap kendaraan bermotor. kercta
gandengan, kereta  empelan dan kendaraan khusus yang
dioperastkan dijalan;

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan olch
peralatan tcknik yang berada pada kendaraar itu;

. Kendaraan Umum adalah  Setiap  kendaraan  bermotor  yang

disediakan untuk dipergunakan olch umum dengan dipungut
bayaran;

. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada

kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor
untuk barang, yang penggunaannva untuk keperluan khusus atau
mengangkut barang-barang khusus;

. Mobil  Penumpang adalah Setiap kendaraan bermotor  vang

dilengkapi scbanyak-banyaknva & (delapn) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi;

. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih

dari 8 (delapn) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, batk dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi;

- Mobil Barang adalah Sctiap Kendaraan bermotor sclain dart yang

termasuk dalam penumpang dan mobil bus:

. Kereta Gandengan adalah Suatu alat vang dipergunakan untuk

mengangkut barang yang scluruh bebannya ditumpu oleh alat it
sendirt dan dicancang untuk ditartk kendaraan bermotor;

Kereta Tempelan adalah Suatu alat vang  dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dicancang untuk ditarik dan scbagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknva:
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cengugran serkala Kendaraan Bermotor vang selanjutnya disebut
uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor vang selanjutnya
dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor,
Kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus:

Buku uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku yang berisi data dan legitimidast pengujian setiap kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan lain;

Tanda Uyt adalah Buku suatu kendaraan telah diuji dengan hasil
baik, berupa lempengan plat kaleng vang ditempelkan pada plat
nomor kendaraan bermotor:

Laik Jalan adalah Persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan
vang harus dipenuht agar terjamin keselamatan dan mencepah
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada
waktu dioperasikan di jalan:

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olch orang pribadi
atau badan;

Retribusi Pengujian Kendaraan Rermotor vang selanjutnya dapat
disebut Retribusi adalah Pembavaran atas pelavanan pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

Wajib Retribust adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki
dan atau menguasail kendaraan bermotor vang menurut peraturan
perundang-undangan  diwajibkan umuok melakukan pembavaran
retribust:

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian
kendaraan bermotor:

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah. vang selanjutnva dapat
disingkat SPORD, adalah Surat vang digunakan oleh  wajib
retribusi untuk melaparkan data abjek retribusi dan wajib retribusi
scbagai dasar perhitungan dan wajib retribusi vane terhutang
menurat peraturan pecudang-undanean retribusi dacrah:

Surat Ketetapan retribusi Dacrah, vang selanjutnva dapat disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnyva jumlah
retribust vang terhutang;

Surat Ketetapan Retnbust Dacrah Kurang Bayar Tambaban. vang
sclanjutnva dapat disingkat SKRDKBT. adalah Surat Keputusan
vang menctukan tambahan atas jumlah retribust vang ditciapkan:
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebth Bavar, vang sclanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnva terutang:

Surat Tagthan  Retribusi Dacrah, vang selanjutnva dapat disingkat
STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau keterangan terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh prthak ketiga vang dilanjutkan oleh
wajib retribusi; -

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan
dan mengelola data atau keterangan lainnva dalam rangka pengawasan
kepatuhan  pemcnuhan  kewajiban  retribusi - berdasarkan  peraturan
perundang-undangan retribust dacrah;

Penyidik tindak pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang sclanjutnva
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang
dengan bukti 1tu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi
Dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanva:
BAB 1
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribust Pengujian Kendaraan Bermotor dipuneut retribusi sebagai pembavaran
atas pelayvanan pengujian kendaraan bermotor,

Pasal 3

Obyvek Retribust adalah Pelayanan pengujian kendaraan bermotor vang meliput

ns
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Mobil Bus

Mobil Penumpang
Mobil Barang
Kendaraan Khusus
Kereta Gandengan

>

Kereta Tempelan

Pasal ¢

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan vang memperoich pelavanan pengujian
kendaraan bermotor.

BARIH
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan schagai retvibust jasa umun,



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian
kendaraan bermotor.

(h

BAB YV

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan
untuk  menutup biaya penyelanggaraan pengujian  kendaraan bermotor dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi biava pemeriksaan untuk memeriksa
emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan
lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biava pembuatan dan pemasangan
tanda samping , biaya tanda uji dan segel.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur tarif dibedakan berdasarkan jems kendaraan bermotor.

Besarnya tanf ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya pengujian vang ditetapkan oleh
Menteri Perhubungan

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Bus/tidak Umum Rp.45.000,-
b, Mobil Barang/Tidak Umum Rp.45.000,-
c. Mobil Penumpang Rp.44.000.-
d. Kereta Gandengan atau tempelan/Tidak Umum  Rp.44.000.-
¢. Kendaraan Khusus umum/Tidak Umum Rp.45.000.-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribust  yang terutang di pungut di wilavah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor
dilaksanakan.



BAR VI

MASA }212'1‘1;“3(}8[ DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG
Pasal 10
Masa retribusi agje}}ah jgng}\'a wak{u ygng lamanya 6 (cnam) bulan.
Pasal 1]
Saat retribusi terutgng adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumer lain yang
dipersamakan.
BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

@ (1) Wajib retribust harus mengisi SPdORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
.serta ditanda tangani oleh wajib uji atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian, SPAORD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditctapkan olch Kepala dacrah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORD scbagaimana dimaksud pasal 12 avat (1) ditetapkan Retribusi
terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

» (2) Apabila berdasarkan hasi pecmeriksaan dan ditemukan dan baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi vang teutang, maka
dikeluarkan SKRDKRBT.,

(3) Bentuk, isi. Dan tata cara penctiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT schagaimana dimaksud pada avat (2)
ditetapkan olch Kepala Dacrah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan mengeunakan SKRD atau dokumen vane dipersamaka.
g gg yang daiy

BABXIL..............



BAB Xil
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal wajb retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membavar,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (Dua Perseratus) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang dibavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sckalipus.
(2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur den@n keputusan
Kepala Daerah.
BAB X1V
TATA CARA PENAGHIAN
*asal 17
(1) Pengcluaran surat teguran / peringatan  surat lain yang sejenisnya sebagai-awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/suart lain vang scjenis,
wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Sural teguran scbaguimana yang tersebut pada ayat (1) dikelurkan oleh Pejabat yang
ditunjuk.
BAB XYV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan vang
jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wapb retribusi
harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.



Uty aavusia tanus G UREIL jangra waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT dan SRDLB diterbitkan, kecuali apabila
wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan  scbagaimana dimaksud pada avat (2) dan
(3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan vang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnva atau
sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi vang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) telah lewat an Kepala Dacrah
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan vang diajukan tersebut dianggap
dikabulakan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran, retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak diterimanya
nermohonan kelebihan pembayaran reteibusi schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala
Dacrall tidak memeberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan membavar
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

(1) Perimohonan Pengembalian Kelebthan Pembayaran Reteibust digjukan secara tertulis
kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
b. Masa Retribusi
¢. Besarnva Kelebihan Pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas



(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerima oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22
(1) Pengembalian kelebihan retribusi - dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar retribusi.
2) Apabila kelebihan pembayaran reteibusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnva,
Y p g g 8 3

sebagiamana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindabukuan dan bukti pemindabukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan don pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIIAN
Pasal 24

(1) Hak untuk mclakukan penagihan retribusi , kadaluarsa scjalan melalui jangka swaktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnva retribusi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribust sebagimana dimaksud pada avat (1) terhitung apabila
a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik fangsung maupun tidak
langsung

10



BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negert sipil tertentu  dilingkungan  pemerintah Dacrah  diberikan
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

2) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal int adalah :
g y g [ ) .

a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Dacrah agar keterangan tersebut menjadi
lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
"~ tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah.

1

Meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumcn-dokumen lain, serta meclakukan penvitaan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah.

f. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan air, kendaraan darat, baik vang
bermotor maupun tidak bermotor.

Mcmmta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan (ugas penvidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Dacrah.

(6}

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf ¢:

1. Memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Dacrah.

J. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa sebagai tersangka atau
sakst;

k. Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan
Menghentikan penvidikan;

m. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak pidana di
bidang Retribust Dacrah menurut hukum vang dapat dipertanggung jawabkan,

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan mulainva penvidikan dan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. sesuai dengan ketentuan vang
diatur datam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Puasal 26
(1) Setiap pelanggaran seperti dimaksud pada pasal 2 avat (2) dan Pasal 6 Peraturan daerah i

dikenakan pidana kurungan sclama-lamanyva 6 (enam) bulan dan atau denda Rp.
1.000.000.- (satu juta rupiah) dan denda dimaksud disctor langsung ke kas Daerah:

(1) Tindak pidana seperti dimaksud pada avat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan diatur lebth lanjut dengan Surat
Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah

int dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyvuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI ?IUSI BA]
l/ //

—AEEX'NOERDIN

'YUASIN,

Diundangkan di Sekavu
pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS I)Al{“,RAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 50



